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RINGKASAN 

PENOLAKAN GRASI DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA 
MATI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong
Sidoarjo) (Soedarti dan Toetik Rahayuningsih, 26 halaman) 

Persoalan grasi menjadi perbincangan yang menarik pada saat munculnya 

penolakan grasi terham p para terpidana mati yang tertuang dalam Keppres 

No.20/0,21/0,2210, dan 24/0 Tabun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati 

Soekamoputri pada tanggal 31 Pebruari 2003. Keppres tersebut menolak permohonan 

grasi yang diajukan oleh keenam terpidana mati (Kompas,7-2-03:h.l) 

Orasi atau pengampunan merupakan hal yang dapat menggugurkan hak untuk 

menjalani pidana. Seperti balnya amnesti dan abolisi, grasi tidak diatur dalam KUHP. 

Akibat pemberian grasi seseorang tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan oleh 

hlkim untuk seluruhnya maupun sebagian. Yang berhak mengajukan permohonan grasi . . 
acW~ah terpidana atau kuasa hukumnya; keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana; 

dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati permohonan grasi dapat diajukan keluarga 

terpidana tanpa persetujuan terpidana. 

Tujuan penelitian uotuk mengetahui manfaat grasi bagi terpidana mati, prosedur 

pengajuan dan penyelesaina grasi, serta tenggang waktu penolalcan grasi dan pelaksanaan 

pidanamati 

Hasil penelitian menuojukkan bagi terpidana mati, pengajuan permohonan grasi 

tidak cukup bermanfaat Oleh karena jarang sekali diterimanya permohonan grasi itu. 

Tatacara pengajuan pe~obonan grasi pertama-tama hak untuk itu diberitahukan kepada 

terpidana oleh halcim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat . 
pertama Apabila terpidana tidak hadfr; ada pemberitahuan tertulis mengenai hak 

mengajukan grasi oleh panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. 

Selanjutnya tatacara permohonan grasi dapat diajukan terpidana atau kuasa 

hukumnya atau keJuarganya dengan persetujuan terpidana kepada Presiden. Untuk 

terpidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarganya tanpa persetujuan 

terpidana. Pennohonan grasi harus diajukan secara tertulis kepada PresideD, yang 
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salinannya disampaikan pada pengadilan yang me mutus perkara pada tingkat pertama 

untuk diteruskan kcpada Mahkamah Agung. Seisin itu permohonan gmsi dapat 

di sampaikan melalui Kcpala Lemabaga Pemasayarakatan tempat terpidana Olcnjalani 

pidana. Selanjutnya Kalapas akan menyampaikan pelmohonan tersebut kepada Presiden 

dan satinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama paling 

lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya pennohollan grasi dan salinannya. Ketentuan 

tentang berapa lama selelah penolakan grasi, terhadap terpidana mati akan dilakukan 

eksekuti, hal ini tidak ada pengaturannya. 

Kesimpulan bahwa pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati tidak cukup 

bermanfaat bagi tc rpidananya. Tatacara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana 

diatur dalam pasal 5 - 13 Undang-undang No.22 Thn.2002. Namull demikian ada 

kctidakpastian bam berkenaan tidak ditentukannya jangka wal..."tu berapa lama masa 

tunggu antara ditelapkannya keputusan penolakan grasi dengan pelaksanaan eksekusinya 

itu sendiri. 

Disarankan peril! kiranya dipertimbangkan beberapa [aktor dalam memberikan 

pI.ltusan pemberianipenolakan grasi bagi te rpidana mati oIch Presiden diantaranya: \Vakiu 

dan periIaku terpidana selama menjalani pemidanaan; kesehatan; usia maupun kejiwaan. 

Umuk kepastian hukum perlu diatur masa tunggu yang diperlukal l untuk seorang 

terri dana mati setclah diterimanya keputusan presiden tcntang penolakan grasi hingga 

pe \aksanaan eksekusi di hadapan regu tembak. 

(L.P. Fak-ultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: NO.Kontrak : 7531 l 03.2I POI 
2003, TanggaJ 03 luli 2003) 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga dapat 

diselesaikan laporan penelitian yang berjudul : "PENOLAKAN GRASI DAN 

PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI TERPlDANA MATI (Studi Kasus di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Surabaya d.i Porong - Sidoarjo) 

Penelitian ini dapat terlaksana dengan biaya DIK Rutin Universitas Airlangga 

Tahun Anggaran 2003, Nomor Kontrak: 753/J03.21PGI2003 tanggal kontrak 3 Juli 2003 

dan sesuai dengan SK Rektor Nomor 4623/J031PG/2003, Tanggal13 Juni 2003. 

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah 

membantu terlaksananya penelitian ini, yaitu: 

1. Rektor Unair; 

2. Ketua Lembaga Penelitian Unair; 

3. Bapak Eddy Twyono dan Bapak Eko Budi Mustofa selaku pejabat Bimas di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, di Porong Sidoarjo. 

Hasil penelitian in disadari masih belum dapat dikatakan sempurna, karena itu 
, 

masukan, kritik dan saran masih sangat diperlukan melengkapi kekurangan penuli ~an ini. 

N~un demikian harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat memberi informasi 

bermanfaat b~gi mereka yang membutuhkan. 

Surabaya, Nopember 2003 

Peneliti. 
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l.P":NDAHULUAN 

1. Lillar Bthtkang Pemlusalahun 

Pcrsoalan grnsi mcnjadi pcrbincangm yang Iflcnnrik pada snat munculnya 

pena!akan grasi tcrhadap para tcrpidana mati yang lcrtuang dalam Kcputusan Presiden 

· (Kcpprcs) Nomor: 20/G, 2 1/G, 221G. dan 24/G Tahun 2003 yang ditandatangani ok:h 

· Presiden Mcgawnti Socknmoputri pada tanggal 31 F cbruari 2003. Kcpprcs tcrschut 

mcnolnk pcrm ohonan grn."i yang d~juknn olch kccnnm lCrpidnnn I1lnti yuitu : 

(Kompos, 7-2-03:h.l) 

• Suryndi Swabuana, 37 tahun. divonis pidana mati scjak 1992 karena pcmbunuhnn 

dan pencurian. 

• Sumiarsih. 55 tahun, divonis pidana mati scjak 1988 karena pcmbunuhan 

bcrcncana 

• lurit bin AbduLmh, 33 tahun divonios pidana mati scjak 1988 lv"U"cnn pcmbunuhan 

bcrcncana 

• Djais Adi ,Prayitno, 69 t.-'1hun divonis pidana mati scjnk 1989 karcnn pcmbunuhan 

bcrcncana 

• Sugcng bcrusia 39 tahun divonis pidanll mati scjok 1989 knrtcna pcmhw'lUhlln 

bcrenctlIlJ1 

• Ayodya Prasad Chaubey, 64 tahun divorus pidana mati sejak 1994 karena 

pcnyerundupan heroin 12,29 kg. 

Pendnpat pro dan .. ~{Ontra diseputar pcnolnknn gmsi tcrscbUL Dcngnn 

·bcrpcdoman paun pcrlindungan hak-hak asa,<;i manLL"1:i, bagi pcndap"lt yang tidak 

· sctuju allls peno lakan grasi t:crscbut meng.'ltakan bahwa schnru'il1yn tcrhadnp para 

tcrpidrum mati pcrlu untuk diubah jcnis pidnnanyn mcnjndi scumur hidup karena tehlh 

-j T#J!' 
rtzr.:'" ::r'., ,\11 

WRlTBR "rr','; t.I:~:# ' F~ ,,1.1. >;1\11" 
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menjaJani pidananya cukup Jama dan mempunyai catalan yang baik selama. menja1ani 

pidananya di lembaga pemasyaralmtan. Nannm bagi per.dapat yang setuju terhadap 

penolalmn grasi tebih mengedepankan bahwa hukum harus d.itegaldam sesuai dengan 

perbuatan yang teJah dilakukan para peJaku kejahatan serta untnk menjaga 

kewtbawaan pemerintah. 

Berkcnaan dengan pandangan di atas menarik untuk dikemukBkan hal-hal yang 

i terkait dengan pengertian· grasi itu sendiri, yang. telah mengaJami perkembangan 

• pemahaman sejak pertaIn a is!~ ini mWlcal h.ingga saat ini 

Sejarah pengaturan grasi pertaIna kaJi tahun 1933, prosedur pen18JUart 

permohonan grasi diatur daJam peraturan perundangan tersendiri yaitu Gratieregeling, 

Ind. Stb.1933 Nr.2. Ketentuan tersebut mengalami penyempurnaan pads tahun l!>50 

dengan diundangkannya Unc1ang-undang Grasi No. 3 Thn.1950, LN.1950 Nr.40. 

Penyempumaan yang terakhir tahun 2002 Iretel'Luan grasi telah diperbaiki melalui 

Undang-undang No.22 Tm. 2002, LN.2002 Nr.4234. yang efektif berlaku sejak 

diundangkannya tanggal22 Oktober 2002. 

Gmsi atnu pcngmnpunan merupakan hal ys:ng dapat mcnggugurkan hak untuk 

meJaksanakan pidana. Seperti haJnya amncsti dim abolisi, grasi tidak diatur daJam 

KUHP. Hak gmsi diberikan oleh Kepala Negara tsnpa melalui persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Grasi adaIah hale khusus (hale prerogatif) Presiden sebagai kepala 

negara yang pengaturannya secara khusus. Akibat pemberian grasioleh kepaJa negara 

terhadap seseomng sdalah seseoraJ1jJ i1u tidak perlu menjalani pidana yang 

dijatuhkan oteh hakim balk untuk selwuhnya maupun untuk sebagian. 

Asal mula grasi pada masa siJam, dimana negara masih diperintah mja-mja, 

hak gmsi dati mja merupakan hadiah atau gunstbetoon (kemumhan hatl). Sehingga 

mat gunstbetoon itu apabiJa yang mberi grasi tidak bersedia menerimanya itu 

... 
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diperbo1ehkan. Dengan 1cata lain, o1eh mens gunstbetoon merupakan hak raja yang 

sifatnya kemurahan hati maka penerima grasi dapat menolaknya. 

DaJam perkembangannya sifat grasi mengaJami perubahan tidak lagi 

merupakan gunstbe/oon alean tetapi merupakan daad van Techt atan tindakan hukum. 

Dengan berubahnya sifat grasi tersebut, maka alabatnya juga berubah.' Terhadap orang 

yang menerima grasi tidak lagi dapat menoIaknya. 

Adapun alasan-aJ&c;an pem berian grasi terhadap seseorang terpidana adalah 

sebagai berkut: (Satochid Kartanegara, tanpB tahun, 304). 

a. Untuk memperbaild alaOOt dari pelaksanaan undang-undang yang dianggap 

beberapa hal 1curan:L adil. Misalnya dengan diJaksanalamnya pidana oleh 

lerpidana akan mengakibatkan keluatganya akan terlantar. Atau lpabila 

terpidana sedang menderita sakit yang parah. 

b. Demi untuk kepentingan negara. Misalnya : Peristiwa Tan Malaka, terlllidap 

para terpidana yang dijatuhi pidans oleh Mahkamah Agung atas tuduhan 

hendak menggulingkan Pemerintah RI ~beriksn grasi dengan pertimbahan 

bahwa mercies diJandasi oleh cita-cita hukum membela ncgara. 

Perlu dipahami bahwa Keputusan Kepala Ne.~a daJam pemberian gtBSl Juga 

.nelibatkan Menteri Kehakiman daJam hal penar;datanganannya, sehingga tindakan 

tersebut mcrupakan tindakan hukum. 

Dalam hal pemberian grasi;. terpidana tidak perlu menjalani putusan 

sebagaimana dijatuhkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan bahwa pembebasan itu 

dapat berupa: 

a. Pem bebasan pidana seluruhnya; 

b. Pembebasan pidana untuk sebagian 
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c. Mengubah jenis pidana yang dijatuhkan, misa~1ya pidana penjara diubah menjadi 

pidana kurungan atau denda dan sebagainya. Mengenai pem bebasan pidana Wltuk 

sebagian, pembebasan semacam ini ini dinamakan remissie. 

Sebagaimana diketahui, perubahan sifat grasi dari gunstbetoon menjadi doad 

van recht, dalam pra~ temyata pmbl hari-hari penting saja grasi itu diberilam 

misaJnya pada sctiap tanggal 17 Agustus peringatan proklamasi kemerdekaan RI dan 

pads hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri dan natal Pads hari-hari tersebut, 

mereka yang dipidana ringan dapst dibebaskan sedangkan yang dipidana berat diberi 

keringanan atau dikurangi pidanannya. Pada hakikatnya tindakan demibm lel1ih 

merupalam gunsbstoon atau kemurahan hati yang diberikan oleh Kepala Negara agar 

seluruh rakyat Indonesm darat menikmati kegembiraan. Iadi ini merupakan 

kepentingan negam. Pembebasan ini dalam peJaksanaannya dilakukan oleh Kepala 

Lembaga PemasyamkBtan, dengan aJasan misa1nya karena terpidana seJama 

menjaJani pidannya menunjukkan keJakuan yang baik. 

Mengenai siapa yang berhak mengajukan grasi berdasarkan ketentuan Undang

undangNo.22 Thn.2002, Pasal6 ayat (1).(2) dan (3) adalah sebagai berikut: 

Yang berhak mengajukan permohonan grasi adslah sebagai berikut: 

1. T etpidana stau kuasa hukumnya; 

2. Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana; 

3. DaJam hal terpidana dijatuhi pidana mati permohonan grasi dapat diajukan 

keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana 

T enggang wsktu pcngajuan gras~ tidak dibatasi tenggang waktu tertentu. Selama 

terpidana menjslani hukumannya setiap saat dipemolehkan mengajukan permohonan 

grasi Selain itu JaJam pengajuan permohonan gTl'si dapat dimohonkan agar pidans 

. yang telah dijatuhkan itu tidak diIaksanakan dahulu. NamWl pelaksanaan itu tidak 
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dengan sendirinya dituncia, akan tetapi penundaan itu harius dinyatakan dengan tegas 

pada suaw pcrmintaan pcnundaan pe1aksanaan pidannnya. 

Timbul pertanyaan bcrikutnya, kapan peJaksanaan cksckusi pidana mati itu 

sendiri dijaJankan seteJah penolakan grasi tersebut. bagaimanakah kepastian hukumnya 

.:tpabila dalam praktelmya waktunya tidak jelas. ·'Jntuk menjawabnya, penelitian ini 

merupakan wahana yang menarik untuk mencari tabu persoaJan ynng terkait dengan 

penolaksn grasi kbususnya bagi terpidana mati yang sedang menWlggU pe1aksanS811 

eksekusi pidana mati. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Jatar be1aksng di atas persoalan yang menarik untuk ditcliti acL11ah: 

1. Apakah manfaat per..Jduan permohonan grasi bagi terpidana mati ? 

2. Baguimana prosedur pengajuan pennohonan grasi ? 

3. Bempa Jama tenggang waktu penolakan grasi terpidana mati dengan pelaksanaan 

eksekusi pidana mati dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi terpidana ? 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Undang Undang Dasar 1945 menje1askan bahwa negara Republik Indonesia 

• . . adaJah negara yang berdasarkan hukwn (rechtstBat). tidak berdasarlcan atas kekuasaan 

.' belaka (maachts1Bat). Hal tersebut mengadung pengertian hahwa negara Indonesia 

adalah negara hukwn yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 

I 

yang menjunjung hale asasi mansuia dan menjamin setiap warganegara bersamaan 

kedudukannya dalam hukwn dan pem erintahan denga tidak ada kecualinya. Penegakan 

keadilan harus diIaksanakan oleh setiap warganegara, penyelenggara negara. Lem bags 

kenegaman dan lembaga kemasyarakatan. 

Dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 hahwa 

"Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

Mahksmah Agung". Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kepala negara. presiden juga 

memiliki kekuasaan yudikatif. Ditinjau dati sudut hulann \ata negara grasi merupakan 

k.ewenangan pres~en sebagBi eksekutif di bidang yudisiil, 

DaJam pertimbangan diundangkannya Undang-undang No.22 Thn.2002 

tentang Gmsi dinyatakan, "bahws untuk mendapatkan pengampunan berups 

perubahan, peringanan. pengurangan atan penghapusan pelaksanaan pidana yang telah 

dijatuhkan pads terpidana 'berdasarkan putusan pengadilan yang te1ah memperoleh . 
keluatan hukum tetap. teIpid. '~8 dapat mengajukan permohonan grasf'. 

Mengnnai putusan pemidanaan yang OOpst dimohonlam gmsi mcJiputi ;idana 

mati; seumur hidup dan pidana penjara paling rendah dua 1ahun. Hal ini sesuai 

dengan ketyentuan Pasal 2 ayat (2). SeJanjutnya pada prinsipiil permohonan gmsi 

hanya OOpat dilljukan satu kali kecuali dalam hal sebagaimana ditentuan dalam Pasal 2 

ayat (3) yaitu a. terpidana yang pernah ditolakj pennohonan grasinya dan telah rewat 
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waktu 2 (dua) /.ahun St.Ja.: tanggal pcnoL1kan grasi tcrscbut; aL"u b. tcrpidana pcmah 

dibcri grasi dari pidana mati f'lcnjadi pcnjara scumur hidup dan tclah lewat 2 (dua) 

tahun scjak tanggal kcputusan pcmcbcrian grasi diterima. 

Menurut Simons " hak grasi dimasukkan daillm UUD Kcrajaan Bclandu art 

68 yang mcliputi hlli..'UIlllln atas dasar kcputusan hakim . Pclnks.1nnan hak grasi bukan 

Jagi mcrupnkan kcmurahnn hHti mclninkan scbagni nL1t untuk: mcnghindnrkHll si 

, tcrpidana lCrllfldap hukum yang bcrlaku akan tctapio kunmg adll bagi .'iuatu pcristiwa-, , 
. [,cristiwa khUSll'i . (Satokhid Knrtancgara, tnnpll tahWl: 3 11 ) 

Scd'lngk;m VOS, mcngcnai hak grnsi d,ln bangunan ~m3camnya mcrupak,\lTl 

kemurahan hati mja sekarnng lebih ditujukan suat korcktif tcrhadap kcputusan hakim. 

Dasar dibcntuknya Icmbaga grasi ini dipcrlukan untuk mcmbcrOOm pcnghargaan 

tcrhadap tcrpidana yang bcrkclakuan baik. sclamn mcnjalani pKiananya di lcmbaga 

pemasyarnkatan. Grasi tid'lk: lagi dianggap scbagai kcmurahnn hat~ namun lcbih 

mcrupakan ungknpan pcrasaan kcmanusm.'l.n lcrhadap yang wlah melakukan 

kcjuhlltan. dipcrin~ atau dipcrlunak pidananya karcna mcrc1<H tclaft bcrkclakuan 

baik scL'lma mcnjaL'lni pidananya. Olch karcna grnsi bukan mcrupaknn kcmumhan 

hat~ mukn tcrpidana tidak dapal mcnolaknya. (Satochid Kartancgam, t.nnpa tahun., 

3 12) 

Sclanjulnya Ionkcrs mcngatakan, grasi mcniadak..'lJl aktbat-akibat dari suatu 

hukuman dan buknn tcrhadap hukumariilya im scndiri . Mcnganai hak grasi itu scndiri 

bcrkcmbang dan bcntuk sifat kasihan mcnjadi suatu Icmbaga, untuk mcnghindarkan 

tcrhadap scsuatu yang kurang adil da1am mclaksanakan wuiang-undang alflupun hukim 

tidak daral mcncapai jalan i,..;!uar mcngcnai upa yang lcrdapal dalam undang-undang. 

'(Satochid Kartnllcgara, lanpa tahWl, 312-313). 
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Berdasarka~ pandangan di atas gI'8S1 memang Iebih merupakan tindakan 

hukum daripada kemurahan hati Hal terkait dengan lernbaga grasi mcrupalam 

lembaga koreksi putusan pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan suatu kctentuan 

undang-undang. Oleh karena itu terhadap penerima grasi tidak dapat menolaknya. 
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III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tqjuan Penelitian adalah : 

a. ·Untuk mengetahui manfaat pengajuan pennohonan _ gmsi, khususnya bagi 

terpidana mati yang saat ini berada di Lembaga PernasyarakalBn KJas I 

Surabaya di Porong Sidoarjo 

b. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan pen!'elesaian pennohonan grasi 

berdasarkan ketenwan Undang-undang Grasi 

c. Untuk mengetahui jarninan kepastian hukmn bagi terpidana mati yang grasinya 

dinyataknn ditolak. 

t 2. Manfaat Penelitian adaldt : 

a. Sebagai bahan infomlflsi berkenaan dengan prosesdur dan manfaat pengajuan 

permohonan grasi khususnya bagi terpidana mati yang saat ini masih benda di 

Lembaga Pernasyarakatan Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo 

b. Untuk melengkapi bahan pcrkuliahan hukwn pidana yang terkait dcngan ! .. at

hal yang menyebablam gugurnya hale untuk menjaJani pemidanaan. 
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IV • METODE PENELITIAN 

I Penelitian ini merupakan penelitian hukum nonnatit', suatu pcnelitian yang 

disandarkan pada adanya isu hukum terhadap perundang-undangan yang diteliti, yaitu 

Undang-undang No.22 Thn.2002 tentang Grasi. Th:ngan berailjak pada ~u hukum akan 

dirumuskan suatu permasaIahan hukum, yang ·kemudian akan dicarikan solusi 

hukumnya. 

Pene1itian ini menggmmkan sumber bahan hukum primer yang berasal dari 

ketcntuan perundang-undangan yang tcrkBit denga'l persoalan yang diteliti yanitu grsi. 

selanjutnya akan dilengkapi dengan infonnasi pendulamg berupa wawancara dengan 

aparat LP KIss I Surabaya di Porong. 

a. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach yaitu pendekatan secara 

teoritis melalui studi ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-undang 

Nemor 22 rabun 200:t.. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian diperoleh me1alui studi 

kepuslBkaan, khususnya perundang-undangan. Di sampiog itu data penunjang akan 

diperoleh melalui wawancara talc berstruldur, yaitu wawancara yang tidak 

berdasarkan pada daftar pertanynSn yang ditetapkan sebelumnya. Adapun bahan 

hukum tcrsebut meliputi: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-Wldanganyang terkait dengan gms~ 

2. Bahan Hukum Se1amder. sebagai penWijang bahan h~Jkum primer yang bempa 

pendapat para sarj~ media masa dan basil wawanC8fcl dengan aparst yang 

terkBit dengan persoaJan pengajuan pern1ohonan gmsi 
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" 
c. Prosedur Pengumpulan. Pengolahan danAnalisis Bahan Hukum 

Setelah data terkumpuJ akan akan di1ak:ukan pengolahan data. SeJanjutnya akan 

diIakukan nnalicris data secara kuaJitatif yaitu dengan mtmggunakan logika 

dedulctif: suatu analisa yang tidak menggunakan uji statistik tetapi mengemukakan 

asumsi-asimsi yang berknitan dengan pennasalahan yang selanjutnya aknn 

dibandingkan dengan fenomena yang !erjadi sehingga akan dipcroleh S'.tatu 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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V. BASIL DAN l'EMBAIIASAN 

1. Manraat l"cngajuan Pennohonlln Grasi bagi Tcrpidana Mati. 

Gmsi atlll pcngampunan mcrupaknn hal yang dapat mcnggugurkan hale untuk 

melaksanakan pidllna. Seperti halnya amnesti dan 8bolis~ gmsi tidak dialur dalarn 

KUHP. namun pcngatwiiLlnya tcrdaoat pada PassL 14 ayat (1) ~Jndnng-undang Dasar 

1945. Hak gmsi dibcriknn okh Kepnls Ncgara tanpa mclalui pcrsctujuan Dewan 

Pcrwakilan Rakyat Grnsi adalah hak khusus (hak prcrogntil) Presiden sebagai kcpalB 

ncgara yang pcngaturannya $Ceara khusus dah-lm bcntuk undang-undang. Akibat 

pcmbcrian gra.'ii olch Kcpala ncgam tcrhadap scscorang adalah scscorang ilu tidak 

pcrlu mcnjalani pidnna yang dijatuhk.'1I1 olch hakim, baik unlllk scluruhnya nmupun 

',untuk scbagilln. 

Pada prinsipnya grnsi dapat diajukan tcrhadup semun putu~n hakim yang tclah 

berkckuatan huk.llm tetap, schingga liciak. terba!as pada lcrpi<lana mati. Pada awnlnya, 

mcnurut undang-undang grnsi tcrdahulu, grnsi dapst dinjukan lerhadap semun jenis 

pidana yang diputus olch hakim, yaitu bcrdasarkan kctcntuan Pasal 10 KUHP 

mcngcnai jcni~-jcm'i pidana pokok yang mcliputi: pidana mati, tutupan, pcnJara, 

kurungan dan dcnda. Namun berdasarkan Undang-undang No. 22 Thn. 2002, grasi 

hanya bolch dilljubm bagi mcrdm yang divonis hakim dcngan pidana pcnjam minima l 

2 (dun) tahun pcnjarn. yang mana scscuai dengnn hunyi kctcntunn Pasa l 2 :lyat (2) 

Putus,m pcmidanaan yang dapat dimohonkan grasi scbagnimnnn dimaksud pada nyul 

( I) adalah pidons mati, pcnjara scumur hidup. pcnjara paling rcndnh 2(dua) tahun. 

Sclanjutnya pada Pasal 3 discbulkan bahwa pcnnohonan grasi Lidak mcnunda 

pclaksnnart.n putus:ln pem idanaan bagi tcrpidana kccuali dalam hal putll'ian pidann 

mati. Hal ini bcrarti khusus bagi terpidann mat~ untuk pclaksanaan cksckusinya 
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harus menunggu k.eputusan Presciden mengenai pemberian atau penolakan grasi 

Sehingga pengajuan permohonan grasi teIpidana mati dapat menunda pelaksanaan 

putusan pemidanaan. 

Dasar pertimbangan mengapa hanya terhadap putusan pidana mati SBJa 

. pelabanaannya boleh ditunda hingga permohonan grasinya turun, hal ini karens 

peJaksaan pidana mati berka·~n dengan hilangnya nyawa sescorang sehingga 

pengajusn gmsi sangat digBntungkan pada putusan pengajuan grasi itu sendir~ apakBh 

diterima atau ditolak.. Diterima, maksudnya adaJah pcngajuan pennohonan grasi olch 

terpidana itu dikabulkan bisa untuk sebagian atau seluruhnya. Sedangkan ditolak 

maksudnya adalah pennohonan grasi yang diajukan terpidana mati tidak. dapat 

diterima dan terpidana hams tetap menjaJani pidananya yaitu pidana mati 
i .; . 

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang No22 Thn.2002, grasi pada dasamya 

pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampWl811 yang berupa perubahan, 

peringanan dan pengumngan atau penghapusan pe1aksanaan vutusan k.epada teIpidana. 

Dengan demikian pemberian grasi bulam merupakan persoaJan teknis ymidi..-; peradiIan 

dan tidak terkait campur tangan Presiden daJam bidang yudikatif. me1ainkBn hale 

prerogati.£ Presaiden untuk memberi ampunan Kendati demikian pemberian grasi 

tidak menghapusksn k.ewajiban menjaJani pidana, tidak menghapuslam k.esaJahan juga 

bukan merupakan rehabilitasi terpidaTia. 

Bagi terpidana mat~ pengajuari ·permohonan gmsi apakah cukup bennanfaat 

Oleh mena harapan hidup untuk menikmati k.ebebasan sangat digantungknn 

diterimanya pcrmohonan grasi itu. Terlebih Iagi bagi terpidana mati pengajuan 

pennohonan grasi tidak dibamsi pengajuannya. dapat diajukan Icbih dari saw kBli 

Berdasarksn pengalaman praktek, bahwa permohonan gmsi oleh terpidana mati 

atau terpidana seumur hidup dapat diajulam sete1ah teIpidana TIlenjaJani masa 
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pidananya selama 5 (lima) tahoo karena seJama au tcrpidana masih mengajukan 

upaya hukwn seperti kasasi maupWl peninjauan kembali. Untuk dapat mengajukan 

permohonan grasi maka terpidana mati harus menunggu putusan upaya hukum yang 

diajukan. 

Bagi terpidana mal', permohonan grasi dirasakan tidak cukup bermanfaat 

I karena jarang sckali pcrmohonan grasinya clikabulkanlditerima. mWlgkin permuhonan 

grasi Icbm bennanfaat bagi terpidana seumur bidup stau penjam tmtuk waktu tertentu. 

demi1cian dituturlam olch star Bimbingan PemasyamkBta (Bimas) LP KJns I Suraoaya 

di Porong, Bapak Eko Budi Mustafa. Semisal bagi terpidana seumur hidup 

permohonan grasi akan memungkinkBn untuk Perubahan jenis pidananya menjadi 

pidana penjam selama 20 tahun. selanjutnya hak-haknya selama menjalani pemidanaan 

di lembaga pcmasyamkatan seperti remisi dan pe~epasan bersyarat akan diperolehnya 

:.elUngga terpidana tidak harus menjalani Wltuk wak.:u 20 tahWl. 

WaIaupun tidak cukup bermanfaat dan kecil sekali pelu'lllgllya pengajuan 

permohonan grasi bagi terpidana mati, namWl dengan pengaturan masa1ah grasi ada 

secercah harapan d.iterimaldikabuJkannya permohonan grasi sehingga menjadi pidana 

penjara seumur hidup. Jikalau permohonan grasi ditoJak maka masih dimungkinkan 

1agi terpidana mati untuk mengajukan grasi setelah wak1u dua tahun diterimanya 

keputusan Prcsiden mengenai pemberian atau penoJakan grasi dan cksekusi behun 

dijalankan. 

Menurut Kepala Bagian Bimas LP KIss I Sumbaya di Porong, Bapak Eko di 

dalam LP tersebut mestinya ada dua orang terpidan mati yaitu Sugeng dan Sugi. 

Karena atas penn intaan sendiri terpidana mati Sugeng m inta dipindahkan ke LP 

Lowok Warn Malang mena terpidana ingin Iebm dengan dengan ibWlya (Sumiarsih) 

yang tengah menjaJani pidananya di LP Wanita di MBlang yang sama-sarna divonis 
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mati untuk kasus pembunuhan berencana. Dengan demikian hanya ada saw narapidana 

mati (Sugt) untuk kasus pembunuhan berencana sam keluarga yang kasasinya ditolak 

1999. sudah kurun waktn 2 (dua) tahun terakhir ini pengajuan pennohonan gmsinya 

belum turun. 

DaJam praktek pengajuan pennohonan gmsi bagi terpidana mati seringkali 

ditolak, jarang permohonan grasi terpidana mati yang diajukan itu diterima, sehingga . , 

jenis pidnnanya berubah. Saat dipertanyalam mengapa demikian, disebutknn bahwa 

dalam pengajuan gmsi seluruh berkas perkara yang pemah diperiksa dan diputus olch 

pengadilan yang berlcekualan hukum tetap diikut seratakan daJam pengajuan 

. pennohonan grasi itu. Sehingga hal itu yang menjadi dasar pertimbangan 

. dikabu1kanlditolaknya gras~ karens tingkat seriusnya kejahatan sehingga tidak 

, mCImmgkinknn grasinya untuk diterima. 

Dalam hal terpidana mati menunggu peJaksanaan eksek:us~ memang 

menimbulkan suatu pelS081an hukum. Persoaian mana terl(ait dengan jcnis pidana 

selama masa tunggu tersebut Bagaimana status .erpidana mati selama masa tunggu 

tcrsebut Apakah ia berarti harus'menjalani dua jenia pemidanaan di samping pidana 
, . 
mati dan pidana penjara. Menurut Bapak Eddy TUI}'ono salah seorang pejabat di LP 

KJas I Surabaya di Porong menyamknn. Un~ terpidana mati seJams mssa, tunggu. 

baik menunggu pengajuan permohonan grasi maupun menunggu peJaksanaan 

eksekusi, terpidana tidak dapst dikatakan sebagai terpidana penjara. oteh karena 

vonisnya adaIah pidana mati. Kalau dikaji Jebih jauh para tcrpidana dalam mssa 

tunggu. jeIas sangat tidak meng1.D1tungkan posisinya. Harapan untuk mendapatkan 

pengampunan membutuhkan waktu yang sangat lama itupun hasilnya belmn tentu 

mengubah putusan yang teJah diterimanya. Hal dapat berarti melanggar hak. asasi 

terpidana. Nmnun apabila dikaitkan dengan tujuan mengapa e1csekusi tidak selekasnya 
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di1ak.sanakan terhadap para terpidana mati, meld] negara masih ingin memberikan 

kesempatan kepada para terpidana mati Wltuk bemubat., senyampang masih behun 

dieksekusi. Berapa 1ama terpidana mati masih dapat bP.l"harap mendapatkan 

pengampunan. Hal ini1ah yang tidak menimbilkan kepastian hukum. Ketentuan 

Wldang-Wldang tidak mengatm secara rincL Pelaksanaannmya sangat djgantungkan 

k.epada political will. kehendak penguasa saat itu. 

Walaupun pendapat pro dan kontra ~eputar penjatuhan pidana mati masih 

tetap ada, namun Indonesm sendiri masih menganut jenis pidana mati untukjenis-jenis 

kejahatan serius. seperti : pembWluhan betencana; k.ejahatan terhadap keamanan 

negam~ kejahatan terorisme~ kejahatan narkoba, dan masih ada Wldang-Wldang lainnya 

yang mencantumklan pidana maL baj pe1anggamya 

ScIama cksekusi atau pelaksanaan hukum8lUlya belwn di1akukan terpidana 

mati maupWl keluarganya masih dapat mengajukannya lagi untuk yang k.esekian kali 

Hal ini Pasal J4 UUD 1945 menentukan bahwa Presiden memberi gras~ amnest.i dan 

abOlilri dan rehabilitasi. Boleh dikatalmn wewenang seorang kepala negara Wltuk. 

mcmberi grasi adalah satu wewenang tradisional daJam tangan kepala ncgara itu 

.'(Utrecht, 1987: 251). Namun sifat itu berbeda dari semula. Pads permulaan jaman 

kerajaan-kerajaan absobJt di Eropa, grasi itu merupakan anugrah raja (vorstel£UKe 

gunst) yaitu anugrah raja yang telah sudi mengampuni yang terhukum. NamWl di 

negara modem, sesudah diadaknnnya badan-badan pengadilan yang b~jri sendiri ini 

diperlalat oleh trias politico dan tiada kemungkinan Jagi badan-badan eksekutif ~ 

secara 1angsung mempengaruhi peradilan, maka grasi itu lebih bersifat satu koreksi 

ata., keputusan hakim, yaitu satu koreksi yang diadaksn berdasarlam aJasan-alasan 

yang diketahui sesudah hakim memutus perkara yang bersangkutan. Sebagai a1asan 

dIberinya grasi clapst disebutkan antara Jain: (Utrecht.. 1987: 251). 
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a. kcpcntingan dati kcluarga tcrhukum; 
, h. yang tcrbuhun leJah snngat bcrjasa bagi mB:.yamk.-ll; 

c, y311g tcrhukulIl IIlcndcrit!J pcnyakit yang {ic1al.. dapal di..,cmbuhkan~ 

d. yang tcrhukum bcrkcL1kuan b<1ik d i pCI~lIra dan mcmpcrlihutkan kcinsyaf.'ln alaS 
kcsaL'lhannya. 

Oleh VOS dikcmukakan. grasi yang dibcri pada ', ari-hari nasional scpcrti 17 Agustus, 

tidak. boleh dilihat scbnglli anugrnh kcpab .legum kcpada tcrhukum karcna 

bcrkelakuan baik di pcnjarn, tetapi scbagai satu pcmyntaan dan masyarak.at yang telah 

~ulai berpemsluln baik kcpada terhukum itu . . Bagi mcrckn ymlg mcnganut tead 

pembalasan : rasa dcndmn (bcrkcinginan mcmbalas) itu !-o-udah mulai bcrkurang. 

Perm diin~t grnsi itu tidak mcnghilangk:m kcputusall ht\kim yang 

bers.1ngkutan. KcputlL<;an hakim itu tetap ada, tct.'lpi pclaksanaannya dihilangkan alau 

dikurangi atau jcnis hukumannya diubah. Scsuai dcngan prinsip bahw:l pcngadilan 

adalah badan yang bcrdiri sendiri (zelJstandig orgaan), makn kcpala ncgam scbagai 

hadan cbicJ...lltir lidak. daput mcnghih1nglmn atau mcniadaknn kcputusan haklm. 

Apabili kcpala ncgarn bcrpcndapat bahwa pulusan hnkim tcrlalu kerns, maka kcpabl 

negam hanya dupat mcringankal. p ... :aksanll..'llln saju dan kcputusan hakim itu dcngan: : 

(Utrecht., 1987: 252). 

u. tidak mengcksckusi scluruhnyn; 
h. hanya mcngcksckusi scbagian~ 
c. mcngadakan k.umutasi ynitu jcnis hukuman kurWl3M, hukumnn kurungan diganti 

d(;ngan hukuman denda, hukuman mati digRnti dengan hukumnn pcrtinm scumur 
hidup . 

. ,2. Proscdur l'cng:tjw:m Pcnnohomm dan P cnyclcsai:tn l'cnnohonan Cra'ii 

Dalam Pcnjclasan Umum Undang-undllng tJo.22 Thn.2002 dinyat.akan bahwa 

dalam W1cL'mg-undang ini diatU! mcngenai pnT\Slp-pnn.<;lp urnum {entang grasi scrtu 

L'ltacam pcngajuan dan pcnyelcsaiannyu. Kctcntullfl mcngcnai L'ltacarn lcrscbul 

dilakukan dcngan pcnycderhanaan tanpa mclibatkan pcrtimbangnn dari insl:msi yang 

bcrkailnn dengall sislcm pcmdi1'lIl pidana. Untuk mcnguran@ bcbnn pcnyclcS2ian 

'"'1[ .. 1 :r 
NlU'r~ ""'I"A1t.AAl" 

..... "' ..... .,;BftSfT .. , ·.,~aQA 
.:; :; ~ A j " X., 
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permohonan gmsi dan mencegah pcnyalahgunaan perm ohonan grasi. DaIam undang-

undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan 

grasi paling rendah 2 (dua) tatun. serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidal<: 

menunda peJaksanaan putusan kecuali putusan pidana mati. Disamping itu ditentukan 

pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan l(satu) kali, kecuali untuk pidana 

tertentu dengnn syarat tertentu pemgajuan permohonan grasi dapat diajukan l(satu) 

kali 1agi. Pengecualian tersebut t.erbuka bagi terpidana yang pemah ditolak 

permohonan grasinya dan telah lewat 2 (dun) tabun sejak peno1alam pennohonan grasi 

;:ersebut, atau bagi terpidana mati yang pemah ruberi grasi dari pidana mati menjadi 

penjam seumur hidup dan telah waldu 2 (dua) tabun sejak tanggal keputusan 

pemberian gmsi diterima. 

DaJam Undang-undang Grasi No.22 Thn.2002ta1BCara pengajuan dan 

penye1esaian permohonan grasi diattu" daJam Pase.15 sampai dengan Pass113, sebagai 

berikl1t: 

PasalS 
(I) Hak mengajuksn grasi diberilBhukan kepada terdakwa oleh hakim stau hakim 

btua sidang ywtg memutus perImra pads tingkat pertama. 
(2) Jika pada waktu putusan pengadiJan dijatuhkan terpidana mati tidak hadir. hak 

terpidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secam tertulis o1eh 
panitera dati pengadiJan yang memutus perkara pads tingkat pertBma. 

Pssa16 
(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga 

terpidana dengan persetujuan terpidaDB. 
(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidBna mati, pennohonan pi dapat diajukan oteh 

keluarga tcrpidana tanpa perseLujuan terpidana. 

Pasa17 
(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pcngadiJan memperoleh kekuatan 

hukum tetup . 
(2) Permohonan gmsi sehagaimana dimaksud ayat (l)tidak cbbatasi olch tengg.mg 

waktu. 
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Pasal8 
(1) Pennohonan grnsi sebagaim ana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara 

tertulis oleh terpidana. kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden. 
(2) Salinan permohonnan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada 

pengadilan yang memutus perkara pads tingkat pertama Wltuk diteruskan kepada 
Mahknmah Agwlg .. 

(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
dapat disampaikan oleh terpidana mati melalui Kepala· Pemasyarakatan tempat 
terpidana mati menjaJani pidana. 

(4) Dalam hnl permohonan grasi dan salinBllnya diajulam melalui Kepala Lembaga 
Pemasaymkatan sebagaima dimaksud ayat (3). Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
menya,mpaikan perm\l~.lonan grasi·tersebut kepada Presiden cJan salinannya dikirim 
kepada pengadilan yang m emutus perkara pasda tingkat pertaIna paling lam bat 7 
(tujuh) hari terhitung sejak diterimannya pennohonan gra:ri dan salinannya. 

Pasal9 
Dalam jangka waktu paling Iambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 
penerimoan permohonan grasi sebagaimana dimaksud Pasal 8. pengadilan tingkat 
pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara l.erpidana k.epada 
Mahkamah Agung. 

PasallO 
Da1am jBngka waktu paling lambat 3 (tiga) hari tcrhitung sejak tanggal penerimaan 

. ,o;aIinan permohonan dan herbs perkara sebagaimana dimaksud Pasal 9. Mahkamah 
. Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. 

Pasal11 
(1) Presiden memberikan keputusan atas perr.l0bonan gras1 setelah memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung. 
(2) Keputu.'m.t1. Presiden dapat berups pemberian atau penolakan gmsi. 
(3) Jangka waktu pembcrian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pads ayat 

(2) paling Jambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanys pertimbangan 
Mahkamah Agtmg. . 

Pasal 12 
(1) Keputusan Presiden sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dmampaikan 

kepada tcrpidana d&lam jangka waktu paling lam bat 14 (empat belas ) bari 
terbitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. 

(2) Salinan Keputusan Presiden sebagaiIilima dimaksud oyat (1) disampaikan kepada: 
d. Mshlaunah Agung; 
e. Pcngadilan yang memutus perkam pads tingkat pertama 
f. Kejaksaan ncgeri yang mCIl\U1tut perkara terpidana. dan 
g. Lembagu pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. 

PasslI3 
Bagi terpidnna mati, la.msa hukum atau keluarga tcrpidnna yang mengajukan 
permohonan grasi, piduna mati tidak dapat clilaksanakan sebelum keputusan Presiden 
tentang penolakan pennobonan grasi diterima oleh terpidana. 
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Apabila dikaji tatacara pengajuan pennohonan grasi di atas, pertaIns-tama hak 

untuk mengajuknn pennohonan grasi diberitalmkan kepada tr.rpidana olch hakim atau 

hakim ketua sidang yang memutus perkam pada tingkat pertama. Apabila pada seat 

dibacakan putusan terpidana tidak hadir, maka akan ada pemberitahuan tertulis 

mengenai hak mengajukan gmsi oleh panite.ra pengadilan yang memutus pada tinekat 

pertama. 

Selanjutn)'R pennohonan gmsi dapat diajukan terpidana stau kuasa hukumnys 

atau k.eluarganya dengan persetujuan terpidana k.epada Presiden. Untuk terpidana 

mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh kcluarganya tanpa persetujuan tcrpidana. 

Mengenai kapan pennohonan grasi dapat diajukan, dalam Pasal 7 dinyatakan 

grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan 

tidak dibatasi tenggang waktunya. Permohonan grasi harus diajukan secara tertulis 

kepada Prcsiden, yang salinnnnya dio;mnpailmn pads pengadilan yang memutu.-; 

perkara pada tingkat pertama uittuk diteruskan kepada Mahkamab Agung. Selain itu 

permohonan gl1lsi OOpat disampaikan tcrpiduna melalui Kcpala Lcmbaga 

Perna.o;ayarakat.nn (KaJapa.c;) ·,.:.;mpat terpidana menjalani pidana. SelanjUlnya Kalapas 

'.dam menyampaikRn pennohonan tersebut kepada Presiden dan salliunnya dikirim 

,kepada pcngadilan yang memutus perkara tingkat pertaIna paling lambat 7 (tujuh) hari 

, tcrhitung scjak ditcrimanya pCl111ohonan grasi dan salinannya. 

Untuk mcmudahkan mcngetati.oi hempa lama pengajuan permohonan gra.c;i 

sampal dengan penyelesaiaannya, herikut ini disajikan label jangka waldu 

penyelcsaian pcrmohonan Gra.c;i menurut ketentu·. n Passl 9 - 13 Undang-undang 

No22 Thn.2002: 

.... 
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Tabel l 

No. J ~tngkll 

\Vaktll 

I. 20 hari 

2. 3 bulan 

3. 3 bulan 

4. 14 hari 

J anglm Waktu }'cnyclc8uiWl Pcrmohonan Grn.'ii 
mcnlJrut Undang- undllng No.22 'fhn.2002 

In.s(ml.'i i Tcrhit ung Scjak 

Pcngadilan tingkat pcrtama Tungga l pcncrirnaan :i:Llinan 
mcngirimknn salina bcrka~ pcrmohonan grasi dari 
tcrpjdana kcpad1 tcrpidanalkuasa hukuml 
Mahkamah i\gwlg kcluarwmya. 

Mahkamah Agung Ditcrmanya salinan 
mCnglrimkan pcrtimbangnn pcrmohonan dan bcrkas 
tcrtulis kcpadn Presiden pcrlwdari pcngadihm tingkat 

pcrtama 

Presiden mcmbcri Ditcrimanya pcrtim bangan 
kcputlL~m yang bcrupa Mahkamah Agung 
pem bcrian atuu pcnOlakrul 

Tcrpid:ma mClldapat Scjak ditctapkannya 
pem bcriL:thulm periha! Kcputu.'W\ Presiden 
kcputusan presiden 
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Pcncntuan jnnglm wnktu pcnyelcsainn pcnnohonan grnsi akan Icbih mcnimbulknn 

kcpastian hukum bag; tcrpidlilln. Unl juilah yung tkink dikcnlll da~lll1 Undnng-undnng 

grasi yang lama Undang~und~U1g NO.3 T1m.1950, yang juga mclibatJmn bcbcropa 

instansi yang tcrkait dcngan sistcm pcradilan pidana dan mcngatur pula pcnunda.1n 

pelaksanaan pc~lksanaan putus::m pc.:ngadilan yung diajulGm pcimohonan grasi. Hal ini 

bcrakibat bcgitu banyak. pcnnohonan grnsi yang d~Jjuknn cUul adanya pcny:tlahb'l.maan 

pcrmohonan grasi untuik mcnunda pclaksanan putusan, ~hi/1ggn pcnyclcs~liarl 

pcrmohonan gmsi mcmllklln waktu yang lamn dan lcdalu birokTtltts . 

Dengan kctentuan baru mcngcnai grasi ini :llam lcbih diharapkan adanyn 

kcpastian hukum bagi lcrpidana r .mg hcndak mCI~I.}1.(jukan gras~ baik mcngcllai j;mgb 

wnktu pcngnju:ln mnupun pcnyclcsniannya scTta , synrnt-syamlnya SCTtH lidak tcrk'\tu 
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birokratis, karens hanya satu instansi sajs yang berwenang memberikan pertimbangan 

kepada presiden yaitu Mahkamah Agung. 

3. Tenggang WaJdu Penolakan Grasi l'erpidana Mati Deogau Pelaksanaan 

Eksekusi Pldana Mati Dalam Kaltannya Dengan Kepastian Hukum Bagi 

Terpidana 

Apabila diperhatikan Keputusan Presiden tentang pcnolakBn keenam temidana 

mati yang disebutkan di muka, maka beberapa tcrpidana mati seperti SumiaThih, 55 

tahW1, dan Jurit bin Abdullah 33 tahun, t.ennasuk terpidana mati yang memiliki n.asa 

lunggu sangat lama yaitu sejak 1988, yang baru tahun 2002 keputusan tentang 

penoJakannya dJbcritahukan. Berarti tclah seJama .. 4 tahun menjadi pcnghuni lcmbaga 

pemasyarakatan di temapat mcnjalani pemidanami. yang hingga kini bclumlah tabu 

kapan pelaksanaan eksekusinya dilakulam. Berapa lama 1sgi para terpidana mati hams . 
;,'!)enga1ami masa penantian yang tidak pasti. Ten1l.1, saja keadaan yang demikian sangst 

tidak. menguntungkan bagi para terpidana mati. walaupun Undang-undang 

membenlam semepatan para terpidana mati yang ditolak permohonan gmsinya dapat 

mengajulaumya kembali dalam jangkB walctu dua tahWl semenjak keputusan 

penolakantersebut 

Apabila dicermati ketentuan tentang grasi yang mengstur tentang kapan 

pelaksanaan eksekusi daJam kaitannya'dengan penolakan grasi presidcn., maka daJam 

ketentuan tersebut tirlak menjelaskan se,cara teknisnya NamWl berdasarkan 

pengalaman praktek seorang tCIpiuana mati dopat mcngujukan Icbih dari satu atau 

bebcmpa kBli permohonan gmsi Walaupun secara prinsipnya gm.';;i banya bolch 

dimajukan satu kali akan tetapi untuk putusan pidana mati dan pidana seumur hidup 

terpidana dimungkinkan mcngajukannya Iebih dari se!cali Hal ini sesuai dengan bunyi 
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k.etentuan l'asal 2 ayat (3) yailu: Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayal 

(1) hanya dapal diajukan 1 (satu) kali. Kccuali dalam hal: 

a, terpidana yang pemah ditolak permohonan gmsinya dan telah lew at waktu 2 (dua) 
tahun sejak tanggal penolakmmya pennohonmnn grasi terscbut; atau 

'b, terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati mer.jadi pidana penjard scumur 
hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian 
grasi diterima, 

• 

Pasal3 
Permohonan grasi tidak. menunda pelnksanaan putusan pcmidanaan bagi tcrpidana. 
kecuali dalam hal putusan pidana mati . 

Mcmperhatiknn penjclasan di alas menimbulkan pertanyaan, apakah undang

undang grasi yang bam juga memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati. Yang 

walaupun jangkB waktu pe',~'elesaian permohonan gmsi telah ditcntulmn waktunya 

. ~demikian rupa. T etapi tetap saja lidak diketahui secara pasti kapan pela: anaan 

eksckusi itu dijaJankan, hal ini masih juga menjadi mistcri Pads saat dipertanyakan 

hal tersebut k.epada petugas di LP Klas I Sumbaya di Porong, Mereka juga tiJak 

mengetahui k.arenu sebagai instnnsi u,'l11pat menju1ani pemidanaan LP hanya diberi 

tugas untuk. mclakukan pembinaan terhadap para' narapidana dan tidak pernah tuhu 

rnenahu soal kapan dilak.ukan eksekusi terhadap salah satu penghuninya. HiHsany..J 

instansi yang pertama kali mengetahui leapan .!lbn dilakukan eksekusi terhadap 

t·;rpidana mati adalah instansi k.ejaksaan sebago'. eksekutor" dalam perkam pidwla. 

Yang selanjutnya salinannya <hberitahukan kepada lembaga pema~yarakatan tempat 

terpidana menjalan.i pidananya. ltupWl Diasanya sangat dimhasiakan mengenai waktu 

dan tenlpatnya. Pada saat cksdrusj akan ~ jaksa sebagai eksekutor aIcan 

menjemput terpidana untuk. dibawa ke suatu tempat tertentu guna pclaksanaan 

eksekusinya. Selanjutnya untuk tatacBra pelaksaan pidana matinya akan didasarkan 

pads ketcntaun Undang-undang No,20 tahun 1946 mengenai tatacara peJaksanaan 

pidana mati, ... -
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Sebagai contoh, pada kasus Chan Ticn Chong alias Steven Chong, seorung 

terpidana mati dalnrn knsus narkoba yang divonis tahun 1986 olch Pcngndilan Ncgcri 

Jakarta Barat, yang grasinya ditolak pada tahun 1991, yang cksekusinya ham 

dilakswUlkll1l pndn tahun 1995 (Kompus, 10-2-2003 : 7). Hal ini bcrarti bUluh wllktu 

sckitar lima tahun untuk rnenunggu keputusan pemberian atau penolakan grns~ yang 

'cmpat tahun kemudian barulah akhir dari sebuah penantian yaitu pelaksanaan 

eksekusinya. 
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VI. PENUTUP 

1. Kesimptdan 

n. bahwa pcngajwm pcnnohonan wm pcnyclc:;a;an pClmohonman gmsi bug; 

tcrpidana mat~ khususnya di Lcmbnga Pemasyarakatan KL'l.,) I Sumbaya di Porong 

Sidorujo tidak cukup memberikan manfaat bngi tcrpidananya, karenH hampir 

sebagian besar dari pennohonan mereka ditolak. Hal ini menjadikan harapan 

mcndapatkan pcngwnpunan Presiden bagi terpiduna mati mcnjadi sin-sia. Sehingga 

grasi akan Iebih berrnanfaat bagj terpidana selato pidana mati, yaitu terpidana 

seumur hidup ataupun terpidana penjara sementara waktu. 

b. Proscdur dan lal.acara penyclcsaian pcnnohonan grasi Lelah dit.clapkan jangka 

waktunya untuk tisp-tiap instansi hingga kcputusan pemberian at.c1U penolakan itu 

diberitahukan pada terpidann mati. Hal lni akBn lehih menimhullmn kepmrtinn 

hukwn bagi wrpiwmu yang hcndak mcnw~ukan pcrmohonan grllsi. baik ltIungllrUl; 

synml-syaral. maupun j~m~l waktu pcngajuan mauplUl pcnyclcsaian pt;rmohonan 

grlL"inya. 

c. Nlllnun dt~mjkilln adn ketidllkra.'itian baru bcrken88n tidak. ditcnlulrnnnya jangkn 

waktu bcrapa lama masa tunggu antara ditctapkannya keputusan pcnohlbm grusi 

doogan pelaksanaan eksekusinya itu scndiri. Hal ini disebabkan karena unclf..ng

undung juga membcrikan pc luang" "dan h.-semplltan lebih dari satu kllJi bugt 

tcrpidaua mati maupun scumur hidup untuk.me:'gajuk-dIl pennohonan grasi. 

2. Santo 

~. Pcrlu kinmya dalam rnembcrikan putusan pcmberian aLau pcnuHlktUl gmsi bagi 

tcrpiwma mati olch Presiden dcngan mempcrt.imbangan bcbcrnpa faktor ynng 



tc;rkait, dian laranytt: jang.lGI waklu dan pcrihtku lelpidana sc/mutl mcnjalani 

/lcmidaanan; kc~chatan; l.,:; i:t maupull kcjiw:I:m. ITal ini st.;nlala-I11:lla uabm rangb 

kCmanU51:l;t/1 dan pcrlindungan HAM . 

. b. Untuk khih mcmb...:rikml kcpaslian hukum, disamping tclah t1~llur jangl-a wallu 

pcng:~uan pc;rmohonan dan pcnyc/cs'::I~Lnn)'a, mab rerlu pub dialur llIas:! tllng,gu 

yang t.Iipcrlubn untuk :iComng Icrpidana nl:lli scLclah ditcrim:mya kcpulusan 

presidell Icntang pt.:nolakufI gra.'ii hillggu pdHksamullt c..:ksckusi di hadapall rcgu 

lCllIbak. ll al iui scmata-mal4J untuk kcsiapan n ;nlal lcrpit.l:ma lII:lupun kduarganya 

dan kcpastian akan mas:J pcnanli.1n bag; Icrpida;, l1 mali. 
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